PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

|

DINAS SOSIAL

11 Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang

Websile, hitp.//dnos attproyv.goad; Cmad: Provinsntldinsos (g mal.com

7 Februarn 2022

Nomor © 005/15.1/DINSOS4/2022 Yth.  ASN Dinas Sosial Provinsi NTT
Sifat . Penting di -

Lampiran  : - Tempat

Perihal . Undangan Sosialisasi

Pengendalian Gratifikasi lingkup
Dinas Sosial Provinsi NTT

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka mohon
kesediaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Sosial Provinsi

NTT untuk mengikuti kegitan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 9 Februari 2022
Waktu :09.00 - selesai
Tempat : Aula Dinas Sosial Provinsi NTT

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik

disampaikan terimakasih.

Dipindai dengan CamScanner
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4/1/2022

MATERI SOSIALISASI
PENERAPAN PERATURAN GUBER

NOMOR 61 TAHUN

”

DISIPLIN PNS DAN KODE ETIK PNS

1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan
menghidari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin (PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin

PNS)
2. Kode Etik adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS di
dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari (PP 42

tahun 2004)
3. Etik adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang

hak dan kewajiban moral (akhlak)
TUJUAN KODE ETIK PNS

Mencegah pelanggaran disiplin PNS di lingkup Dinsos Prov NTT
martabat dan kehormatan PNS di lingkup Prov. NTT

* Menjaga

berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh PNS

Dipindai dengan CamScanner
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MANFAAT KODE ETIK PNS
BAGI PNS

Sebagai ar?h dan pedoman bagi PNS dalam bersikap bertingkah laku dan
berbuat baij di dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari

Mengajak PNS bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara

otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menujusuasana yangtertib,
teratur, damai dan sejahtera

BAGI ORGANISASI (DINSOS

Sﬁa rana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi Pegawai Negeri dan sebagai
sisten deteksi dini (early warning system)

Menjangkau wilayah abu-abu dalam kaitannya dengan moral PNS
Memperbaikiiklim organisasi sehingga PNS dapat berperilaku secara etis

DALAM PERGUB INI YANG DIMAKSUD DENGAN :

_ Daerah adalah Provinsi NTT
~ Gubernur adalan Gubernur NTT

. Pemerintah Daearah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah
dilingkungan pemerintah Provinsi NTT

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN yang
diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki
NIP secara Nasional

~ Majelis kehormatan Kode Etik PNS yang selajutnya disebut Kode etik adalah
Lembaga Non Struktural dibentuk oleh Gubernur yang bertugas melakukan

penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh PNS

Dipindai dengan CamScanner



LANJUTAN

9- >
Terlapor adalah PNS yangdiduga melakukan pelanggaran kode etik

10.
?:::dr adalah seseorangkarena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan
i ar:g;undangan harus memberitahukan kepada pejabat yangberwenang
g telahdan/atau sedangadanya peristiwa pelanggaran kode etik

LANJUTAN

11. Pengaduanadalah seseorangyang memberitahukan disertai permintaan
kepada pejabatyang berwenang untuk menindak PNS yangtelah melakukan
pelanggaran kode etik

12 Saksiadalahseseorangyangdapatmemberikan keterangan guna kepentingan
pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yangia dengan sendiri, ia
lihatsendiridan / la alamisendiri

13. Laporanadalah pemberitahuan secaratertulis yang disampaikan ke pada
pejabatyang berwenangtentang sedang dan/ atau telahterjadi pelanggaran
kode etik

14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan /atautertulisyang
disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabatyang
berwenanguntuk dilakukan pemeriksaanterhadap PNS yang didugatelah
melakukan pelanggaran kode etik

4/1/2022

Dipindai dengan CamScanner
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LANJUTAN

15. Sekda adalah Sekretaris Daerah NTT

16.  Asisten Admin, :
“Ministrasi Umum adalah Asi | e
Sekretaris Daerah i T? ahAsisten Asisten Administrasi Umum

I
NSpektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi NTT

18. BadanKepe +
'€gawaian Daerah Selani iSi
Kepegawaian Daerah Bresiivad & T_IJ_UtnYB disingkat BKD adalah Badan

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

20. Ke -
ad';?;ii“"“'sat”“" PamongPraja yangselanjutnya disebut Kasat Pol. PP
epala Satuan Polis;i PamomgPraja ProvinsiNTT

Biro Hukum adalah Birro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

22.  Pejabatyangber
wenang adalah Pe; |
Pejabatlain yang di tu:jguk srelabatPembina KepegawaianDasrah stau

17.
19

21

Seseoranﬂdyang berprofesi sebagai ASN diharuskan untuk tidak hanya
memiliki kompetensi tetapi juga harus melaksanakan tugas seseuai
dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku intansi..

Kode etik juga diperlukan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-
tugas administrasi pemerintahan maupun kemasyarakatan

Ketiadaan peraturan internal mengenai kode etik dan kode perilaku
berarti ketediaan acuan etika dan perilaku yang dapat dipedomani oleh
pegawai ASN, hal tersebut pada akhirnya menyebabkan pelanggaran

kode etik dan kode perilaku masih marak dilakukan

Maksud dari penﬂ:turan Peraturan Gubernur ini sebagai oman
gkah la

sikap,tin ku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dala
melaksanakan tugas serta pergaulan hidupgsehari-lnﬁ =

Dipindai dengan CamScanner
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TUJUAN PENGATURAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI PANDUAN
DALAM :

mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang
undangan;

Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

Menjamin pelaksanaan tugas dan suasana yang harmonis dan kondusif;
Meningktkan etos kerja, kualitas kerja dan perilakuyang profesional,
Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :
Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar
1945;

Semangat nasionalisme;

Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan;

Ketaatan terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan;
Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

Tidak diskriminasi,

Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi

Semangat jiwa korps.

Dipindai dengan CamScanner
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KODE ETIK PNS

ﬁetfaﬂ PNS dalgm Melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-
ar wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

a. Etika dalam bernegara:

D. Etika dalam berorganisasi:
C. Etika dalam bermasyarakat:
d. Etika terhadap diri sendiri:
€. Etika terhadap sesama PNS
f.

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

1. PNS yang melanggar ketentuan Kode Etik dikenakan sanksi moral;

2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenan
berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik yang g

3. Pernyataan pejabat yang berwenang harus menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang
dilanggar PNS

4. Sanksi moral bisa berupa :
a. pernyataan secara terbuka, atau
b. pernyataan secara tertutup.

- Pernyataan secaraterbuka dapat diumumkan pada saatapel PNS dan/atau
forum resmi PNS dan / atau pada papan pengumuman resmi.
- Pernyataan secara tertutup dilakukan dalam pertemuan tertutup
yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung, terlapor
dan pelapor.

5. PNS yang dikenai sanksi moral harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan
permohonan maaf dan/atau penyesalan

Dipindai dengan CamScanner
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P
d?bsenkyang me{?k“ka” pelanggaran Kode Etik selain
an sanksi moral kode etik dapat juga diberikan

tindakan admini '
stratif sesuai k
Derun dang-undangan etentuan peraturan

Kode

Etik sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 berlaku bagi semua

ASN lingkup Pemerint insi -
ah Provinsi N
tanpa kecuali usa Tenggara Timur

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INTEGRITAS

I.!E_.'I-!IF. ._.-._ I.:‘ !r_:;.- ” -I '|- .-: 1‘-' l-ll '-| '_'.l E' i“:l-l|rl.|.:|'-' |! ! . I“'!|L'r ".'.L E.:'_' |L. E-'l'_' '["I-;'-:f‘_ rT\E.I‘_' ;_""‘ I-|"i. 1:",; | |',|.l:..-_ 'j_....,.':--:
EGUH KODE ETIK DAN PRINSIP-PRINSIP

1. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak ;antas secara etika dan moral yan-g berlaku di
_masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuall karena penugasa

..2' Tidak memenuhi pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kapa;tin-gan, kem:ali dengan

| penugasan — _ — - -
3. Tidak dengan sengaja bersikap, berucap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas
_seksual dan gender yang bersangkutan R =

4. Tidak menunjukan gaya hidup hed
kepada sesama pegawal

e e

onisme sebagal bentuk empati kepada Tnas;arakat terutama

5. Tidak bertindak sewenang-wenang melakukan perundang-undanga-n (bullyin_g) dan/ata:-
pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Sosial
Prov. NTT

6 Menggunakan meadia sos:al aengan dijas

Dipindai dengan CamScanner
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BUTIR-BUTIR KODE ETIK KODE PERILAKU INTEGRITAS LAINNYA

1. Menjaga citra harkatdan ma - . . . - I
didalam daerahmau pun di Iﬁrb:;gg‘:m prov. NTT di berbagai forum baik formal maupun informa

Menjunjungtingg norma yang berlaku dalam masyarakat serta kode etik dan kode perilaku profesi
Memegangteguh Sumpah jabatan PNS

Bersikap Netraldalam pemilihan calon pemimpin Negara dan daerah

Menjaditeladanserta menegakkan kode Etik dan Kode perilaku

Berbicaradan bertindak secara i dengan
ketentuan yangberlaku Jujurdan pantas sesual dengan fakta dan kebenaran sesuai denga

Tidak dengan sengaja mengarah , & dtic
sesama jenis kelamin Ngarah pada tindakan melanggar kesusialaan dengan lawan jenis

8. Tidak melakukan perbuatan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaanyangdapat
menurunkan citran PNS ntm.?g?agianm? 4 e

9. ;ﬂrﬁ;'l.g:ijuknn permohonanizin setiap akan melakukan perjalanan ke luar Negeri untuk kepentingan

DE PN

o

" VICHEINNGAaTr KontiiKk Kepentingan pribac LeiIOMPOoXK Maupun golongan

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PROFESIONALISME

Bekerja Dengan Tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh
tanggungjawab dan berkomitmenyangtinggl

Menyelesaikan tugas pekerjaan secara bertanggungjawab hingga tuntas
Menjada kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk udak
merokok di luar area merokokyang disediakan

Tidak bertato di bagian tubuh yangterbuka
Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan

Berpenampilan, berpakaian dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan
dan standar etika yang berlaku |

Bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenagan jabatan

Menjaga informasi dan data organisasi yang bersifat rahasia

Dipindai dengan CamScanner



BUTIR-BUTIR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PROFESIONALISME \
LAINNYA
. 1

LA

il

Mengindahkan etika berkomunikasi dalam be rcakap-cakap, bertelepon, menerima

:‘.:Imu dan surat menyurat, termasuk surat eletronik (e-mail) serta media komunikasi
nnya

Tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan i
Disiplin dalam pemanfaatan waktu bekerja
Bersikap dan bertutur kata secara sopan

Tidak memakaitindik (piercing) , kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk
Pegawal perempuan atau karena alasan keagamaan

Berani mengajui kesalahandan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasrnya

Tidak menyalahgunakantanda pengenal (name tag) pegawai saat jam kerja dan
keperluannya

Menyusun rencana/sasaran kinerja yang hendak dicapai
Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SINERGI

BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN DAN MEMASTIKAN HUBUNGAN KERJASAMA
INTERNAL YANG PRODUKTIF SERTA KEMITRAAN YANG HARMONIS DENGAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENGHASILKAN KARYA YANG BERMANFAAT DAN

BERKUALITAS

Tidak menyebarkan informasi ya ngtidak dapat dibuktikan kebenarannya,
menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan

enghormati dan menghargai perbedaan, Iqtar belakan, ras, warna kulit, jenis
kMaIimin status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Melaksanakan kegiatan terkaittugas/jabatannya denganizin atau sepengetahuan
atasan

Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya
Memberikan kesempatan menunaikanibadah ketika rapatkerja/tugas kedinasan

sedangberlangsung
Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

4/1/2022
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—_—
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAYANAN

Menunjukan kepedulian, ramah, dan santundalam memberikan pelayanan

Menerima pihak lain yangtidak terkait dengan pekeri : :
_ : jaandiluar jam k
padajam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjangtidak rlrmnmm:ém. :

pekerjaan/pelayanan

Tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan
Berupaya memberikan pelaynanyangtepat waktu, cepatdan transparan

Eluermiantaai pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan
gas

4/1/2022
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Terbukate rhadap info ma

Tidak men |
undangan bl

stinformasi atay pengetahuan baru

u
Paya inovasi yang tidak bertentangan dengan peratuan perudang-

4/1/2024
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DINAS SOSIALPROVINSI NUSATENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Permensos Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Gubernur NTT Nomor 21 Tahun 2017 Tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Dipindai dengan CamScanner



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
UU No. 31 Tahun 1999 w==p (J(} No. 20 Tahun 2001

KERUDAN

AEUANGAN NLOARA

!

PENGGELAPAN
mmmmmn _ M ~ DALAM JABATAN

PERBUATAN -

PEMERASAN
CURANG

LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI d

Gratifikasi
Seringkali terkait dengan jabatan s EREE
serta kemungkinan adanya

benturan kepentingan |
(conflict of interest, COIl)

Seringkali berasal dari '
kebiasaan yang menjadi
perilaku dibawah sadar |

!
- - —

Sekedartanda |
terima kasih f
dansah
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LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI d

Pada dasarnya praktek pemberian adalah netral dan wajar.
Gratifikasi terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari
dalam lingkup :

LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI d

Praktek pemberian hadiah ibarat gunung es (iceberg)
-

—

Pikiran Sadar

Korupsi seringkali berasal dar kebiasaan
Yang lama-kelamaan menjadi perilaku di bawah sadar,

Dipindai dengan CamScanner



DEFINISI GRATIFIKASI

Penjelasan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 = UU No. 20 Tahun 2001

Pinjaman tanpa
] bunga

Dipindai dengan CamScanner



Yang diterima di dalam/Iuar negeri
& dilakukan depgan ataupun tanpa
menggunakan sarana elektronik:

PERBEDAAN ANTARA
SUAP, PEMERASAN, DAN GRATIFIKASI

Membolehkan/
untuk melakukan
sesuatu

e bolehk
'PEMERASAN Y menginian

untuk meminta

Membolehkan/
mengizinkan
untuk menerima

Dipindai dengan CamScanner



KLASIFIKASI GRATIFIKASI

Wallb Dilaporkan

GRATIFIKASI

e [idak Wajib

Dilaporkan

GRATIFIKASI Grat

YANG WAJIB DILAPORKAN ' 1. Penerimaan dalam bentuk apa pun.
% 2. Diduga memiliki keterkaitan dengan |

. da masyarakat.
2 Proses penyusunan program, kegiatan dan/atau anggaran.
3. Proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau
pemantauan.
. Pelaksanaan Penalanan dinas (di luar penerimaan
sah/resmi darl instansi PN ),
. Proses panerimaan/promosi/mutasi pegawal,

. Pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan
dengan pihak [ain, baik sebelum, selama, maupun setelah
pelaksanaannya.

. Pelaksanaan pekerjaan yang berhublngan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya

Dipindai dengan CamScanner”



GRATIFIKASI
YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

| s

Susty kondis pererimoon yang diterlakubkan soma
Sulem hal jenis. bertuk, pertyorotan/nial untuk
femen peserta & memenuh pringg

fewoyoren kepotuton

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku

Dipandang sebagai wujud ekspresi, ¢
ERramahtamahan 8 penghormatan dalam hubungan Et—‘
SOSIal antar sesama dalam batasan nilal yang wajar. | g ‘
Merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam

FENEn AUt istiadat, kebiasaan & norma yang hidup

gl masyarakat dalam batasan nilal yang wajar.

BENTUK d
GRATIFIKAS| YANG WAJIB DILAPORKAN

. Ungkapan terima kasih dari Pegawai/pihak ketiga pada
hari raya keagamaan.

. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adik/ipar, sepupt & keponakan yg memiliki
Benturan Kepentingan.

. Pemberian dari pihak{ain sebagal hadiah dalam pesta
pernikahan; kelahiran, agiqah, bantis, khitanan, y
potong glgl, atattipacara agama/adat/tradisi lain yang |
melebihi Rpljuta dari masing-masing pemberi pada
setiap keglatan/paristiwa tersebut & memiliki
Benturan Kepentingan, & :
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BENTUK d
GRATIFIKAS| YANG WAJIB DILAPORKAN

4, Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau
bencana yang dfalami cleh Pegawai,
Bapak/(bu/mertua, Suami/istri, atau anak Pegawai
yang menerima Gratifikast melebihi Rpljuts per orang
dari masing-masing pemberi & memiliki Benturan
Kepentingan.

 Pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah
sambut, pensilin, promosi jabatan, dan ulang tahun
tidak dalam bentuk uxng (cek, bilyat giro, saham,
deposite; voucher, pulss, Car fAMEain) ya g
mempunyatmiaties Rp300 ribu per
pembeErianpe . | keselutuhan paing
banyak Rp1 Juta dala "

1. Penerimaan karena hubungan keltar]
{kakek/nenek, bapak/ibu/meruz
anak/menantu, cucu; besan, paman/aibf;
kakak/adik/ipar, sepupu dan kepohakan
tidak memiliki benturan kepentingam

Hadiah (tanda kasih).dalam bentukitiang/baranes
yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaradn
pesta pernikahan, kelahiran, agiqah; haptis;
khitanan & potong gigi, atau upacafa adat/agamass
lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam 8
setiap acara paling banyak Rptl juta.

Pemberian dari pihak lain terkait depgan musibah
atau bencana yg dialami oleh Pegawai,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawali
yang menerima gratifikasi per Pemberi dalam setiap
kejadian paling banyak Rp1 juta. :

Dipindai dengan CamScanner



yang tidak dalam bentuk vang stau tidlk

setara uang, paling banyak Rp300 ribu per
pemberian per oring dengan total pembserian lli
juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama

Pemberian sesama Pegawai dalam bentuk cek, bilyel
giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dil paling
banyak Rp200 ribu per pemberian per orang dengan
total pemberian maks Rpl juta dalam 1 tahun darn
pember yang sama.

Hidangan atau sajlan yang berlaku umurm

. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti
dengan menggunakan biaya sendiri seperti .
kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait ==
kedinasan.

Keuntungan atau bunga dari penempata
investasiatau kepemilikan saham prlbadf ya
berlaku umum. - ‘
Manfaat bagi seluruh peserta koperast pegawal :
berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeris
yang berlaku umum.

. Goody bag/gimmick atau seminar Kit yang dlperoleh
dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan
seperti rapat, seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku
umum dengan nilai sesual ketentuan,

. Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa
uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner



12. Diperoleh dari kompensast atas pro esi
kedinasan yang tidak terkait dengan tusi dai
Pegawal, tidak memiliki Konflik RepenTinga
melanggar aturan internal instansi pegawai.

. Fasilitas transportasi, akomodasi, trang saku,
dan/atau jamuan makan, yang ditetima olel
Pegawai dari instansi atau lembaga tain berdasarkans
penunjukan dan penugasan resmiyang tidak
dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya dan
tidak ada Benturan Kepentingan.

. Plakat, vandel, atau cinderamata fainnya dari panitia
seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis
dari instansi atau lembaga lain yang ditefima oleh ]
Pegawai sebagai wakil resmi dari instansi.

15, ..

" BENTUK
| GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

15, Hadiah dari kontes/kompetisi terbuka yang 7
diselenggarakan instansi/lembaga lain berdasarkan
penunjukan/penugasan resmi.

. penerimaan honer dan/atau insentif sebagai
kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagal
pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi
serupa lainnya (tidak terma suk pemeriksaan, audit,
reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan) yang
diterima oleh Pegawali dari instansi/lembaga lain
berdasarkan penunjukan/penugasan resml.

10
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PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN

Apa yang harus dilakukan
apabila Pegawai “diminta”
oleh Atasan Langsung untuk
memberikan hadiah/cinderamata/hiburan?

Pegawai v« 1 oo dengan memberikan
penjelasan mengenal kebijakan dan aturan
gratifikasi yang berlaku.

Apabila permintaan tsb mengarah pada
. pemerasan dan/atau pemaksaan, maka
Pegawai segera melaporkannya kepada

UPG.

N

PERLAKUAN TERHADAP BENDA GRATIFIKASI
YANG DITERIMA

)
bk \ b
e
Benda gratifikasi
yang sifatnya mudah rusak Benda Gratifikasi
(makanan/minuman), wajib disimpan oleh
Benda tersebut dapat Pelapor sampai status
diserahkan ke lembaga benda tersebut
sosial atau pihak yang lebih ditetapkan oleh

membutuhkan. UPG/KPK.

11
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UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS SOSIAL PROVINSI NTT(UPG DINSOS)

UPG DINSOS dibentuk untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
pengendalian gratifikasi di Dinsos.

TUGAS
UPG KKP

. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas pengendalian gratifikasi.
“Menyimpan safian buktl penyetoran uang terhadap gratifikast vang

menjadi Milik Negara,
SVIEHErinS, memverifikasi S rmereviu [aporan gratifikast
. Bersama dengan KPK melakukan evaluasi kabijakan & pen
gratifikasidi Dinsos &
* Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem
" pengendalian gratifikasl kepada Gubernun - .
6. Menvampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi setiap semester:
5 Merninta keterangan kepada Pelapar dalam hal diperlukan.

gendalian

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

PELAPOR UPG
GRATIFIKASI DINSOS

Pegawai melaporkan gratifikasi Dilaporkan kepada
apabila telah menolak, UPG paling lambat 14
menerima, dan/atau hari kerja sejak
memberikan gratifikasi. terjadinya gratifikasi.

Laporan Gratifikasi minimal memuat:
1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, jabatan,
unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon.

Bentuk dan jenis praktik gratifikasi.

Bentuk penerimaan atau pemberian gratifikasi.

Waktu dan/atau rentang waktu & lokasi dilakukannya gratifikasi.
Nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi.
Nilai/perkiraan nilai bentuk penerimaan atau pemberian Gratifikasi.

oOUhwn

12
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DOKUMENTASI BENDA GRATIFIKASI

Dokumentasi
. Benda Gratifikasi
Benda Gratitikasi harus dilampirkan
didokumentasikan/ dalam
difoto. ) Laporan Gratifikasi

MEDIA PELAPORAN
Y
Aplikasi online di
https://www.lapor.go.id/
UPG Email:

Datang provinsinttdinsos@gmaicom
langsung ke DINSOS

Ruang

Pelayanan

Terintegrasi

= &

KPK

MB':::LK:H* Komisi Pemberantasan Korupsi

13
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TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI

PELAPOR
GRATIFIKASI

\ E

U PG Direview
oleh UPG Ditindakianjuti
olah

DINSOS = DINsos

Mclnpor kcpld'

sypirusw P—
PENETAPAN'STATUS Ik b

Menjadi:
1. Milik Negara;
2. Dikelola KKP; atau

Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi
oleh UPG dan/atau KPK, jika diperlukan Informasi
lebih lanjut.

3. Milik Penerima.

PEMBINAAN PENGENDALIAN GRATIF!KASI DI DINSOS
i
Mencantumkan larangan
gratifikasi yang tidak sesual
ketentuan pada setiap penugasan ‘
dan pengumuman PBJ. .

Memberikan \ Memasang larangan gratlflkasl |
keteladanan yang tidak sesuai ketentuan pada B
kepada seluruh tempat layanan publik. :
pegawai di e i
lingkungan unit Melakukan sosialisasi Pergub ttg | |
kerjanya, Gratifikasi di unit kerJa, mitra | | |
termasuk Mitra ker]a, stakeholders & lainnya.
Kerja, Pihak
Ketiga, dan Membuat edaran larangan
pihak-pihak gratifikasi yang tidak sesuai
lainnya di ketentuan pada hariraya
wilayah keagamaan.
kerjanya.
Melakukan monev di unit

kerjanya & berkoordinasi dng
UPG Dinsos.

Dipindai dengan CamScanner
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ANCAMAN HU KU MAN UU 31/1999 jo. UU No 20/2001

Bagl Penerima dan Pember Gratifikasi Pesal 126 dan 12Cayet(1)

S I -~

Ancaman Hukuman bagi Sanksi bagl Pemberl
Penerima: * Pidana Penjara 3
| * Pidana Penjara Seumur Tahun
Hidup atau 4 s.d. 20 « Pidana Denda

| Tahun Rp150 juta
+ Pidana Denda Rp200 juta

s.d. Rplmllyar - KG|GU ﬁdak |0Por
t“" kenu SCIY\kS| ¢

i ol 1 =
Dinas Sosial Provinsi NTT
Jalan Rambutan Nomor 10 . )
1 Website: dinsos.nttprov.go.id
Telepon/ Faximile (0380) 833034 Email : provinsinttdinsos@gmail.com

15
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Media NTT Menuju E-Government

I

BERITA

/ Berita PD

Berita - PD
SOSIALISASI PENERAPAN

ANTI GRATIFIKASI DI DINAS
SOSIAL NTT
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= = 3
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